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KATA PENGANTAR

Pengadilan Agama Prabumulih pada akhir Tahun 2018 melakukan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan

Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018 sebagai wujud
kewajiban  dalam  akuntabilitas kinerja sebagai unit  kerja  mandiri  di bawah
Kementerian/Lembaga  lingkungan Mahkamah Agung. Laporan ini berisi tentang informasi
pertanggungjawaban Kkinerja tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran
yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018 beserta uraiannya yang

meliputi kegiatan Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan
datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Agama, serta

berguna bagi semua pihak terkait.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Lembaga Mahkamah Agung Republik
Indonesia serta mewujudkan pelayanan publik yang akuntabilitas, Mahkamah Agung melakukan
langkah langkah strategis menuju pembaharuan Peradilan, tidak terkecuali Pengadilan Agama
Prabumulih yang merupakan Peradilan tingkat pertama juga melakukan langkah langkah pembaharuan
sejalan dengan program Mahkamah Agung. Salah satu program Mahkamah Agung yaitu program
Quick Wins, Justice for All dan Justice for the poor.

Adapun kebijakan yang diambil untuk mewujudkan program tersebut diatas yang telah
disesuaikan dengan rencana kerja Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka
pelayanan masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan akuntabilitas badan peradilan.

2. Peningkatan penyelesaian administrasi Peradilan terhadap perkara yang diterima dan diputus
dengan memenuhi azas peradilan yang sederhana cepat,dan biaya ringan

3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan para hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan
para pejabat struktural dan fungsional serta pegawai administrasi dalam pelaksanaan tugas.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan disiplin pegawai dalam rangka peningkatan
kinerja.

5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk penunjang kinerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah
membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial
badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing masing lingkungan Peradilan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing-masing, dengan
demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan sistem Peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.




Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Agama Prabumulih merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama di lingkunga Pengadilan Tinggi Agama Palembang dibawah kekuasaan Mahkamah Agung
turut serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh
masyarakat pencari keadilan.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan
sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Prabumulih selama tahun 2018.
Adapun pengukuran pencapaian Kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang
diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator
sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target
yang diinginkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah
Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan Kkinerja di lingkungan
Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015
tanggal 17 Nopember 2015 tentang LK]jIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas
dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,
akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip
akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan
sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan
perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan
ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat

pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.




2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan
Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami 2
(dua) kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan
diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah mengalami 2 (dua) Kali perubahan yaitu Undang —
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.

6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang _ Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum dan lain-lain

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah
menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan

maupun bidang teknis yustisial.




C. Sistematika Penyajian
Sistematika ~ Laporan Kinerja berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB Il : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB Il : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya.

3. Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima oleh Satker).




BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2018 — 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018 — 2019 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok
ukur kinerja Pengadilan Agama Prabumulih diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian Kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih. Adapun visi

dari Pengadilan Agama Prabumulih adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1.  Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Pada Masyarakat.
Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Efektif Dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Dan Efisien.
Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang
Berlaku.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama
Prabumulih.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan;




3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama

Prabumulih di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019,
sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Prabumulih untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok
yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai
sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksebilitas
masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian perkara perdata.
2. Penyelesaian sisa perkara perdata
3. Penanganan Perkara Prodeo bagi masyarakat tidak mampu.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan
mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah
1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
3. Tindak lanjut terhadap Pengaduan dan hasil temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa
¢. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk
mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini

adalah pengadaan sarana dan prasaran di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.




B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA Prabumulih
Pengadilan Agama Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat

sebagai berikut :

Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
(M Meningkatnya a. Persentase mediasi yang diselesaikan
penyelesaian b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
perkara c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 5 bulan

VA Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan
akseptabilitas upaya hukum:
putusan Hakim - Banding
- Kasasi

- Peninjauan Kembali

K Peningkatan a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding
efektifitas yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
pengelolaan b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan
penyelesaian PK vyang disampaikan secara lengkap dan tepat
perkara Waktu

c. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

d. Persentase penyampaian relaas dan pemberitahuan
isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

f. Persentase Responden yang puas terhadap proses
peradilan.

B Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
aksesibilitas




masyarakat
terhadap

peradilan (acces to
justice)

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
tertentu  yang berkekuatan hukum tetap yang
Ditindaklanjuti

Meningkatnya
kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti




C. 1. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Sasaran Indikator Kinerja
2
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C. 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Sasaran Indikator Kinerja
2
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C. 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Indikator Kinerja
2
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D. 1. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Prabumulih menciptakan tolok
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Prabumulih,

sebagai berikut:

Sasaran Indikator Kinerja
2 3
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D. 2. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad
dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama
Prabumulih menciptakan tolok ukur Kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; Perjanjian Kinerja Tahun
2019 Pengadilan Agama Prabumulih,
sebagai berikut:

Sasaran Indikator Kinerja
2 3
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BAB 111 AKUNTABILITAS
KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang
dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan
suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki Kinerja
organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2018, dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa
keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai
dalam tahun 2018 ini.

Rincian tingkat capaian Kkinerja masing-masing indikator Kinerja tersebut diuraikan dalam tabel

dibawah ini. Tabel Pengukuran Kinerja :

N[o] Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 ) | 3 4 5 6
(B8 Meningkatnya a. Persentase mediasi yang 90 %

penye|esaian diselesaikan

perkara b. Persentase mediasi yang menjadi 29

akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan : 100 %
- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonan
d. Persentase perkara yang 90 %
diselesaikan :

- Perkara Gugatan
- Perkara Permohonan
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B. Analisis Pengukuran Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan
pengugkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja setiap indikator kinerja);

Adapun pengukuran kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018 mengacu pada indikator
kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada
akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian Kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2018 sebagai berikut:

. L Target Realisasi % Capaian
Indikator Kinerja % %

1 2 3 4
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SASARAN I

A. Persentase mediasi yang diselesaikan
Sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2018 setiap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama wajib

melaksanakan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses persidangan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pengadilan Agama Prabumulih selama tahun 2018 menerima 40 perkara, dengan perincian
sebagai berikut :

Keadaan Bulan Januari - Bulan Desember (Tahun 2018)

Perkara 7 8 9 10 11

Perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 8 perkara atau 20% dari

40 perkara yang diterima pada tahun 2018, ukuran capaian indikator kinerja prosentase mediasi yang
dilaksanakan adalah 20/90 x 100% = 22.22%, pengukuran capaian Kinerja pada tahun 2018 sebesar 22.22%
dari target yang ditetapkan 90% tidak sesuai dengan target yang diinginkan, ini menunjukan bahwa sistem
kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih telah berjalan dengan cukup baik dan lancar
akan tetapi target yang direncanakan dan ditetapkan di tahun 2018 cukup tinggi sehingga mediasi tahun
2018 yang ditargetkan tidak dapat terlaksana.

Jumlah Laporan Penyelesaian

Sisa Perkara Jumlah Perkara
Perkara | Diterima Setel Perkara
Yang Tidak

Dimediasi Berhasil

No Yang
Tahun Tahun Tidak

Lalu 2018 : S Berhasil Gagal . Mediasi
Dimediasi

Mediasi

10 11

Tabel Perkara Yang Dimediasi Tahun 2018

B. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian

Indikator Kinerja Target Realisasi ‘ %
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Ukuran capaian indikator kinerja porsentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 0/2 x
100% = 0%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 0% dari target yang ditetapkan 2% telah
sesuai. Pada tahun 2018 pengadilan Agama Prabumulih menerima perkara sebanyak 40 perkara dari jumlah
perkara tersebut yang menjadi Akta Perdamaian sebanyak O perkara atau sebesar 0%, dengan yang
diinginkan mediator dalam pelaksanaan upaya mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk
berdamai dari pencapaian target ini menunjukan bahwa sistem kerja dan Profesionalitas Hakim-Hakim

Mediator di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih telah berjalan dengan cukup baik dan tertib.

C. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Bahwa sisa perkara tahun 2017 sebanyak 0 perkara.

Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Persentase sisa Perkara yang diselesaikan 0% 0% 0%

D. Persentase perkara yang diselesaikan

Perkara yang diterima sepanjang Tahun 2018 adalah 40 Perkara. Sementara sisa perkara Tahun
2017 yang belum terselesaikan adalah sebanyak O Perkara, sehingga total perkara yang ditangani
Pengadilan Agama Prabumulih pada Tahun 2018 berjumlah 40 Perkara (40 + 0). Dari jumlah perkara
tersebut Pengadilan Agama Prabumulih telah menyelesaikan 15 Perkara atau sebesar 37.5% sehingga masih

menyisakan sebanyak 25 Perkara (40 - 15) lagi pada akhir Tahun 2018.

Perkara 2017

Diterima

Diputus

Sisa 2017 0

E. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Berdasarkan SK KMA nomor 2 tahun 2015 tentang percepatan penyelesaian perkara dan tingkat
banding pada 4 lingkungan peradilan, ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 5 bulan
setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Persentase
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang
di tahun 2018 sebanyak 40 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

adalah sejumlah 15 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 37.5%.
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F. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan 5% dari
jumlah perkara yang diselesaikan di tahun 2018 sebanyak 15 perkara, perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, sehingga prosentase
capaian tahun 2018 adalah sebesar 100%. Perkara yang diterima sepanjang Tahun 2018 adalah 40 Perkara
dari jumlah perkara tersebut tidak ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.
SASARAN 2
PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Perkara yang tidak mengajukan Banding sebanyak 100%
Perkara yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 100%

Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 100%

SASARAN 3
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
A. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap:

Persentase perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap di targetkan100%
pada tahun 2018 Pengadilan Agama Prabumulih menerima perkara sebanyak 40 ditambah sisa tahun 2017
sebanyak 0 perkara sehingga berjumlah 40 perkara. Dari keseluruhan jumlah perkara tidak terdapat perkara
yang diajukan banding, 3 (tiga) perkara dicabut, O perkara tidak diterima dan 25 (dua puluh lima) perkara
masih berjalan.

B. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu.
Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Prabumulih menerima perkara sebanyak 40 ditambah sisa tahur
2017 sebanyak 0 perkara sehingga berjumlah 40 perkara. Dari keseluruhan jumlah perkara tersebu
terdapat O perkara yang diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

C. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis

Dari 40 perkara yang diterima baik gugatan maupun permohonan telah diregister dan di
distribusikan kepada Majelis Hakim. Target kinerja pada tahun 2018 adalah 100% dan telah didistribusikan
ke Majelis Hakim 100%.
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D. Persentase Penyampaian Relaas/Pemberitahuan isi Putusan yang disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu kepada para pihak

Penyampaian Relaas dan pemberitahuan isi putusan di Pengadilan Agama Prabumulih sudah
disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal sidang dan dari target yang telah ditetapkan telah tercapai
100%.

E. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Kondisi majelis di Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2018 terdiri dari 1 Majelis Hakim, 4
orang Panitera Pengganti termasuk 1 orang Panitera, dan 3 orang Panitera Muda. Rasio Jurusita di
Pengadilan Agama Kelas Il seyogyanya 3 orang Jurusita dan 7 orang Jurusita Pengganti, sedangkan formasi
Jurusita di Pengadilan Agama Prabumulih Kelas 1l terdapat 1orang Jurusita ditambah 7 Jurusita
Pengganti ini merupakan rasio yang ideal untuk Pengadilan Agama kelas 1.

Pada tahun 2018 perkara yang diterima 40 ditambah sisa tahun 2017 sebanyak O perkara
sehingga berjumlah 40 perkara yang dibagi kepada 1 Majelis

Secara rasio komposisi ini telah ideal dari jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dengan
jumlah perkara yang diperiksa, agar tugas-tugas pokok di Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il dapat
berjalan dengan efektif dan efisien.

F. Persentase Responden yang puas terhadap proses peradilan

Pengadilan Agama Prabumulih belum melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
responden pencari keadilan yang sedang dan telah selesai dalam proses berperkara. Survey ini dilakukan
secara rutin dan berkala per semester, dengan memakai sistem quisioner yang dilaksanakan ketika para pihak
pencari keadilan mendapat pelayanan di bagian Pelayanan Publik dan meja informasi Pengadilan
Agama Prabumulih, baik ketika mendapat informasi, mendaftar perkara, membayar panjar biaya perkara,
proses persidangan, mengambil pengembalian sisa panjar biaya perkara, salinan putusan dan akta cerai.
Survey dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 0 responden pihak berperkara dan 0% dari sampel
respoonden tersebut menyatakan puas terhadap Kinrja serta pelayanan petugas di Pengadilan Agama
Prabumulih.
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SASARAN 4
PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO
JUSTICE)
A. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan anggaran DIPA 04 dengan program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama khususnya kegiatan pemberian anggaran pihak penyelesaian
administrasi perkara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial (prodeo) sebesar Rp.0,-. Dari
anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp. 0,- atau sama dengan (0%). Penggunaan anggaran
tersebut berdasarkan PERMA No.1 tahun 2015 yang disesuaikan dengan jenis perkaranya. Adapun
penyelesaian berkas perkara prodeo mencapai 0 perkara.

Nama Pagu Tahun Realiasi Tahun
Satker 2018 Ini

1 2 8 4 7 8

No

Sisa Jumlah Perkara

B. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Prabumulih mendapat anggaran pada DIPA Tahun 2018 sebesar
Rp. 0,- untuk pelaksanaan sidang keliling, adapun jumlah perkara sidang keliling sebanyak O perkara dan
anggaran sidang keliling tersebut terserap 0%. Berikut rincian pelaksanaan sidang keliling Pengadilan

Agama Prabumulih
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C.  Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posbakum)

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Prabumulih mendapat anggaran DIPA Tahun 2018 sebesar Rp.
0,- untuk pelayanan bantuan hukum pada masyarakat pencari keadilan. Dari jumlah anggaran tersebut

terserap sebesar 0%.

SASARAN 5
MENINGKATNYAKEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
A. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
Permohonan Eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Agama Prabumulih pada Tahun 2018 sebanyak 0
Perkara. Dari perkara Eksekusi tersebut, sebanyak O Perkara telah dilaksanakan, 0 perkara cabut dan
0 perkara yang masih dalam proses.

Pelaksanaan Eksekusi

Belum Gagal

Diterima  Terlaksana
Terlaksana Terlaksana

1 | 2018 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 0%

SASARAN 6
MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
A. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti
Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Prabumulih tidak terdapat Pengaduan yang dari para pencari
keadilan. Maksud penanganan pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti :
1. Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari
internal pengadilan sendiri;
2. Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.
4. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara
efektif. efisien, cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/V1/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan.
Fasilitas yang sudah kita sediakan untuk memenuhi Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:
1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Pengaduan  Online  Website &  Email: http//:www.pa-prabumulih.go.id  dan
pa.prabumulih@gmail.com

3. Penyediaan Meja Informasi dan Pengaduan



http://www.pa-kayuagung.go.id/
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Berdasarkan kritera dan media pengaduan tersebut diatas Pengadilan Agama Prabumulih mampu

menyelasaikan target Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 100%.

B. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/ Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Pengawasan internal pada Pengadilan Agama Prabumulih belum dilaksanakan dengan sistematis.
Pengawasan internal ini dilakukan dengan dua metode yaitu pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional.

Selama Tahun 2018 belum dilakukan pengawasan internal di Pengadilan Agama Prabumulih
sebagaimana berikut :
1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang
terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, secara preventif atau reprensif agar pelaksanaan
tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana kerja dan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun serangkaian kegiatan pengawasan melekat yang dilakukan

Tahun 2018, sebagaimana berikut :

a. Pimpinan pengadilan agama (Ketua dan Wakil Ketua) dan pimpinan unit kerja melakukan
pemantuan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab. Jika diperlukan
pimpinan dapat memberikan petunjuknya secara langsung.

b. Sekali dalam setiap akhir bulan diadakan rapat pegawai secara keseluruhan untuk mengevaluasi

hasil kerja yang sudah dilaksanakan.

2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara
fungsional baik internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan yang dilaksanakan terhadap
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
a. Dalam Tahun 2018 belum dilakukan pengawasan rutin dan berkala oleh Hakim pengawas
bidang Pengadilan Agama Prabumulih.
b. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 4 (bulan) bulan sekali dan dibuat laporan 2 (dua) kali
dalam satu tahunnya atau setiap semester. Hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis oleh Hakim
senior selaku koordinator pengawasan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang




28

B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan
visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis
pencapaian Kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS
diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2018 semua Program dan Kegiatan telah
memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih. Namun mengingat
anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun 2018 sudah optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun
perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat
prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya
melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja
terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan
dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015
merupakan tahun ketujuh diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis
kinerja (performance base budgeting), dan kebijakan baru RAPBN vyaitu pernyatuan anggaran (unified
budget) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang
dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun pengelolaan keuangan dan
rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :

1. Pendapatan
Realisasi Pendapatan
- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan
negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun
anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

- Belum terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2018.

2. Belanja
a. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi,
namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Prabumulih meliputi
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belanja pegawai dan belanja barang (operasional dan non operasional). Perincian Anggaran dan

realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja ~ Anggaran DIPA  Realisasi Belanja Persentase

er Sumber Dana Uraian s
1 | 4

Rupiah Murni (DIPA 01) 0,- 0, 0%
Rupiah Murni (DIPA 04) 0,- 0, 0%
Jumlah 0,- 0,- 0%

Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Kode Program Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi
Dipa Belanja
1 ‘ 2 ‘ 3 4 5
005.010 [1. Program a. Layanan Dukungan 0,- 0, 0%
1 Dukungan Manajemen Peradilan
Manajemen
dan b. Pembayaran Gaji dan 0, 0, 0%
Pelaksanaan Tunjangan
Tugas 1. Pembayaran  gaji
Teknis dan tunjangan
Lainnya 2. Penyelenggaraan 0,- 0,1 0%

operasional dan

pemeliharaan

2. Program Pengadaan Sarana dan 0,- 0, 0%
Dukungan Prasarana di lingkungan
Manajemen | Peradilan Tingkat Banding

dan dan Tingkat Pertama
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Jumlah 0,- 0,- 0%

Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program DIPA-01
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Program Anggaran
Dipa

4

Uraian Jenis Belanja

2 ‘ 3

Realisasi %
Belanja

5 6

005.0104 | Program Penyelesaian 0,- 0,
Peningkatan Administrasi
Manajemen Pengadilan Agama
Peradilan Agama
a. Penyelesaian
Administrasi
Pengadilan
Agama
b. Jumlah 1. Pembebasan biaya 0,- 0,- 0%
pelaksanaan perkara
sidang diluar 2. Sidang diluar 0, 0, 0%
gedung gedung pengadilan
pengadilandan | 3, masyarakat pencari 0, 04 0%
pembebasan keadilan yang
biaya perkara mendapatkan
layanan bantuan
hukum (Posbakum)
Jumlah 0 0 0%

Tabel.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasar

Kode Jenis
Belanja

1
51

Uraian Jenis Belanja Pengembalian

Belanja

Pembulatan Gaji PNS

kan Program DIPA-04

Realisasi
Pengembalian
Belanja

Jumlah

Kode Jenis

Belanja
1

Uraian Jenis Belanja

2

Realisasi Pengembalian
Belanja

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 0,
423129 Pendapatan dan pemindahtangan BMN lainnya 0,-
423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 0,
423415 Pendapatan Ongkos Perkara 0,
423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0,
423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Kerja 0,
423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera 0,
Badan Pengadilan (Peradilan)
423913 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 0,-
423921 Pendapatan pelunasan piutang non bendahara 0,-
Jumlah 0,-

Tabel 5 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
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b. Hambatan dan Kendala :

1. Tercapainya target keseluruhan sebesar 0% dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01
dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan
penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Mahkamah Agung mencapai sebesar 0% dan penggunaan anggaran
pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya
perkara dan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan Operasional Pelayanan
hukum sebesar 0%. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala untuk pencapaian
0% pada DIPA.01 yaitu adanya pegawai mutasi sehingga penyerapan anggaran untuk belanja

pegawai menjadi belum maksimal.
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A. KESIMPULAN
1.

BAB IV PENUTUP

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan
pada tahun 2018, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum
dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (outcome) belum secara
tegas mendefinisikan indikator kinerja (outcome) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan
kondisi yang diharapkan masyarakat.

Pada LK;jIP Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2018 ini menyampaikan terjadinya reviu
Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan reviu Renstra Pengadilan Agama
Prabumulih tahun 2018-2019 rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada
area

Akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah
Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta
Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015
tanggal 17 Nopember 2015 tentang LK;jIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2018. Tahun 2015 sebagai tahun pertama Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan
Agama Prabumulih tahun 2018-2019 melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result)
yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2018 serta dibandingkan dengan rencana kinerja
(Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari core bussines (ciri khas) badan peradilan
dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang
meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Prabumulih.

Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada
Bab di atas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan
dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran
yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja
organisasi yang akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi,
terencana, terstruktur dan terprogram secara komprehensif.

Unsur kemandirian maupun Kinerja disadari dengan peningkatan Kkinerja yang akan
berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama
Prabumulih oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia
(sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya
kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang
profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau

intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance.
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B. SARAN

bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-

tahun

Pengadilan Agama Prabumulih. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian Kinerja dapat lebih
baik dimasa yang akan datang :
1.

Pengadilan Agama Prabumulih mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis,
administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama
Palembang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan
peningkatan Kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan
kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari
berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan
dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini
merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama
Prabumulih.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini dapat memenuhi
kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan
keputusan guna peningkatan Kinerja bagi Pengadilan Agama Prabumulih. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu
sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan),
Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan dan Rencana

Strategis (Strategic Plan) di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga

berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAK]IP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam
merencanakan, menetapkan dan mengukur Kkinerja Pengadilan Agama Prabumulih sesuai
dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya
Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.

Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua
tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari
jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian Kinerja yang melebihi 100%.

Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. Kelayakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) sebagai punish and reward instrument
merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya

(renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
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4. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AK]jIP pada Pengadilan Agama Prabumulih mulai
dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja,
LKjlIP, antara lain :

a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja
Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra
sebagai acuan.

b. mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal
termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung dan
jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan
bagi masyarakat.

5. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.

6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja
sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang
diharapkan masyarakat. Agar implementasi LKjIP benar-benar efektif perlu segera
direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,

sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018 - 2019
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahwa, SH
Nip : 19630716 198303 2 003
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Prabumulih

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy
Nip 119791007 200502 1 001
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menaambil tindakan vana dinerlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, A,
3 ./_) . )
N ‘ \

{
fammad-Fadhly Ase, S.H., M.Sy.
NP, 19791007.200502.1.001 NIP. 196307161983032003

«
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firdaus, S.Kom
Nip : 197906212009041003
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Prabumulih

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy
Nip 1 197910072005021001
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, ... November 2018

Pihak Pertama,

Sekr

~ Pihak Kedua,

o

7 AN
fammad Fadhly Ase, S.H., M.Sy.

T 18791007 2005021 001 Muhammad Firdaus, S.Kom
o 1(41

NIP. 197906212009041003
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SASARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2
Meningkatnya
penyelesalan perkara

3
. Persentase mediasi yang diselesaikan

4

b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian

2%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Gugatan
- Permohonan

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Gugatan
- Permohonan

90%

@

Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu 5 bulan

95%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan

5%

Peningkatan aksepbilitas
putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

98%
90%
95%

Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
Perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan
banding dan PK yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu

95%

b. Persentase berkas perkara yang diajukan
Kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu

100%

c. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke majelis

100%

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak.

99%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1:684

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

0%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara sidang keliling.

0%

c. Persentase masyarakat pencari keadilan
yang mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posyankum)

0%

d. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan

0%

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti

100%

Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.

100%




Kegiatan Anggaran

1. Jasa Konsultan Bantuan Biaya Hukum Rp.-
2. Pembebasan Biaya Perkara Rp. -
3. Perjalanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Rp. -

Prabumulih, .... November 2018
Sekrgiaris

Iafartinad Fadhly Ase, S.H, M.Sy. :
P.19791007.200502.1.001 . Muhammad Firdaus, S.Kom

& e NIP. 197906212009041003
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahwa, SH
Nip : 19630716 198303 2 003
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Prabumulih

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy
Nip 119791007 200502 1 001
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, ... November 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

- Nahwa, SH *
\ Muiamimad Fadhly Ase, S.H., M.Sy. NIP. 196307161983032003
|74, 1ANIP. 19791007.2005021.001

4
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firdaus, S.Kom
Nip : 197906212009041003
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Prabumulih

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy
Nip 1 197910072005021001
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Prabumulih, ... November 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Sekrgiaris

A

‘\r_ Mifiammad:Fadhly Ase, S.H., M.Sy. Muhammad Firdaus, S.Kom
|8 (\NIP. 19791007.200502:1.001 NIP. 197906212009041003

]

G
i
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SASARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2
Meningkatnya
penyelesalan perkara

3
. Persentase mediasi yang diselesaikan

4

b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian

2%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Gugatan
- Permohonan

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Gugatan
- Permohonan

90%

@

Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu 5 bulan

95%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan

5%

Peningkatan aksepbilitas
putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

98%
90%
95%

Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
Perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan
banding dan PK yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu

95%

b. Persentase berkas perkara yang diajukan
Kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu

100%

c. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke majelis

100%

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak.

99%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1:684

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

0%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara sidang keliling.

0%

c. Persentase masyarakat pencari keadilan
yang mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posyankum)

0%

d. Persentase responden yang puas terhadap
proses peradilan

0%

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti

100%

Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.

100%
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Kegiatan
1. Jasa Konsultan Bantuan Biaya Hukum
2. Pembebasan Biaya Perkara
3. Perjalanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Anggaran
Rp.-
Rp. -
Rp. -

Prabumulih, .... November 2018
Sekrgtaris

Muhammad Firdaus, S.Kom
NIP. 197906212009041003
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018

SASARAN

2

INDIKATOR KINERJA
3

=J

TARGET

4

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20 %
perkara b. Persentase mediasi yang menjadi akta 0%
perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Gugatan 100%
- Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan 32.43%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 375%
jangka waktu 5 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 100 %
jangka waktu lebih dari 5 bulan
2 Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
putusan hakim hukum: 100%
- Banding 100%
- Kasasi 100%
- Peninjauan Kembali
3 Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding 100%
pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap dan
perkara tepat waktu
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi 100%
dan PK yang disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siap 100%
didistribusikan ke majelis
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas 100%
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:100
4 Peningkatan aksesibilitas Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
masygrakat terhadaP . Persentase perkara yang dapat diselesaikan 0%
peradilan (acces to justice) dengan cara sidang keliling.
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang 0%
mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posyankum)
d. Persentase responden yang puas terhadap proses -
peradilan
5 Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara 100%
terhadap putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
pengadilan. ditindaklanjuti
6 Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pengawasan ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100%
yang ditindaklanjuti.

Prabumulih, ... November 2018

- 19791007.200502.1.001

g
3

mmad-Fadhly Ase, S.H.l, M.Sy.
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2019

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

2 3 4

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang diselesaikan
perkara b. Persentase mediasi yang menjadi akta 2%
perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Gugatan 100%
- Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan 90%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 100%
jangka waktu 5 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 5%
jangka waktu lebih dari 5 bulan
2 Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
putusan hakim hukum: 98%
- Banding 90%
- Kasasi 95%
- Peninjauan Kembali
3 Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding 95%
pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap dan
perkara tepat waktu
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi 100%
dan PK yang disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siap 100%
didistribusikan ke majelis
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas 99%
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:684
4 Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
masyarakat terhadap Persentase perkara yang dapat diselesaikan B
peradilan (acces to justice) dengan cara sidang keliling.
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang -
mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posyankum)
d. Persentase responden yang puas terhadap proses 85%
peradilan
5 Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara 100%
terhadap putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
pengadilan. ditindaklanjuti
6 Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pengawasan ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100%
yang ditindaklanjuti.

Prabumulih. .... Januari 2019
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020

SASARAN

2
Meningkatnya penyelesaian

INDIKATOR KINERJA
3
Persentase mediasi yang diselesaikan

TARGET
4

a.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

perkara 2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
- Gugatan
- Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan 90%
- Gugatan
- Permohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 100%
waktu 5 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 5%
waktu lebih dari 5 bulan
Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
putusan hakim hukum:
- Banding 98%
- Kasasi 90%
- Peninjauan Kembali 95%
Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding 98%
pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat
perkara waktu
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi 100%
dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siap 100%
didistribusikan ke majelis
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas 90%
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:684
Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
masyarakat terhadap b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan 0%
peradilan (acces to justice) cara sidang keliling.
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang 0%
mendapatkan layanan bantuan hukum
(Posyankum)
d. Persentase responden yang puas terhadap proses 85%
peradilan
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara 100%
terhadap putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
pengadilan. ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pengawasan ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100%

yang ditindaklanjuti.

Prabumulih, ... Januari 2019
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
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No

Kinerja Utama
Meningkatnya
penyelesaian
perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

a. Persentase mediasi yang | Perbandingan antara mediasi yang | Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan. disepakati dengan jumlah mediasi dan Laporan

yang diterima dan menjadi perkara Tahunan

b. Persentase mediasi yang | Perbandingan antara mediasi yg | Hakim Mediasi dan Panitera | Laporan Bulanan
menjadi akta perdamaian diproses dengan jumlah mediasi yg dan Laporan

menjadi akta perdamaian. Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang | Perbandingan sisa perkara yang | Hakim Majelis dan Panitera Laporan  Bulanan
diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang dan Laporan
- Gugatan harus diselesaikan Tahunan
- Permohonan

d. Persentase perkara  yang | Perbandingan perkara yang | Hakim Majelis dan Panitera Laporan  Bulanan
diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang dan Laporan
- Gugatan akan diselesaikan (saldo awaldan Tahunan
- Permohonan perkara yang masuk)

e. Persentase perkara yang | Perbandingan perkara yang | Hakim Majelis dan Panitera Laporan  Bulanan
diselesaikan  dalam  jangka | diselesaikan dalam jangka waktu dan Laporan
waktu 5 bulan maksimal 5 bulan dengan perkara Tahunan

yang harus diselesaikan dalam waktu
maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

f. Persentase perkara yang | Perbandingan perkara yang | Hakim Majelis dan Panitera Laporan  Bulanan
diselesaikan  dalam  jangka | diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan dan Laporan
waktu lebih dari 5 bulan perkara yg diselesaikan dalam waktu Tahunan

kurang dari 5 bulan.

Peningkatan
aksepbilitas putusan
hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun
berjalan (Un) dibagi jumlah hukum
tahun lalu (un-1) dikali seratus persen

Hakim Majelis

Laporan Bulanan
dan Laporan

Tahunan




50

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas yang Panitera Laporan Bulanan
diajukan banding yang diajukan Banding yang lengkap dan Laporan
disampaikan secara lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan Tahunan

dan teapat waktu jumlah berkas yang diajukan banding

Persentase berkas perkara Perbandingan antara berkas perkara Panitera Laporan Bulanan
yang diajukan Kasasi dan PK | yang diajukan Kasasi dan PK dan Laporan
yang disampaikan secara Tahunan

lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas yang Panitera Laporan Bulanan

diregister dan siap
didistribusikan ke majelis

diregister dan siap didistribusikan ke
majelis

dan Tahunan

Prosentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak

Perbandingan antara berkas putusan
dengan relas putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu.

Panitera dan Jurusita
Pengganti

Laporan Bulanan
dan Laporan

Tahunan

Prosentase Penyitaan tepat
waktu dan tempat.

Perbandingan ratio Majelis Hakim
dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim/Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)

Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang
diselesaikan dengan perkara predeo
yang masuk

Majelis Hakim/ Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara
sidang keliling.

Perbandingan perkara yang dibawa ke
lokasi zetting plaat dengan jumlah
perkara yang diselesaikan secara
sidang keliling

Majelis Hakim/ Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

Persentase Responden yang
puas terhadap proses
peradilan.

Perbandingan amar putusan perkara
perdata yang ditayangkan di wibe site
dengan jumlah perkara perdata yang
tidak ditayangkan

Kepaniteraan/Kesekretariatan

Laporan Bulanan
dan Laporan

Tahunan

Persentase responden yang
puas terhadap proses
peradilan

Perbandingan antara responden yang
puas terhadap proses pelayanan yang
diberikan oleh peradilan

Kepaniteraan/Kesekretariatan

Indeks Kepuasaan
Masyarakat (IKM)
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6

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

Perbandingan permohonan eksekusi
yang ditindaklanjuti dengan
permohonan eksekusi yang belum
ditindaklanjuti

Ketua Pengadilan dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

Meningkatnya
kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai perilaku
aparatur peradilan (teknis dan non
teknis) dengan jumlah pengaduan
yang dilaporkan

Ketua Pengadilan dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai perilaku
aparatur peradilan (teknis dan non
teknis) dengan jumlah pengaduan
yang dilaporkan

Ketua Pengadilan dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan




52

MATRIKS RENCANA
STRATEGIS
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MATRIKS REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Prabumulih dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Indikator
2015 2016 2017 2018 | 2019
Meningkatnya a. Persentase mediasi yang diselesaikan 0% 0% 0% 90% 90%
(B penyelesaian perkara b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 0% 0% 0% 2% 2%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 0% 0% 0% 100% | 100%
Gugatan
Permohonan
d. Persentase perkara yang diselesaikan 0% 0% 0% 90% 90%
Gugatan
Pemohonan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan 0% 0% 0% 95% 100%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 0% 0% 0% 5% 5 %
dari 5 bulan
A Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
putusan hakim - Banding 0% 0% 0% 98% 98%
- Kasasi 0% 0% 0% 90% 90%
- Peninjauan Kembali 0% 0% 0% 95% 95%
KB Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding dan PK yang 0% 0% 0% 98% | 100%
pengelolaan penyelesaian disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
perkara b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang 0% 0% 0% 100% | 100%
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke 0% 0% 0% 100% | 100%
majelis
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d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat 0% 0% 0% 99% 99%
waktu, tempat dan para pihak.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:100% | 1:100% | 1:100% 1:100 | 1:684
Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0% 0% 0% 100% | 100%
masye_lrakat terhadap ) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang 0% 0% 0% 0% 0%
peradilan (acces to justice) keliling.
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan 0% 0% 0% 0% 0%
layanan bantuan hukum (Posyankum)
d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan 0% 0% 0% 85% 85%
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 0% 0% 0% 100% | 100%
terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
pengadilan.
Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 0% 0% 0% 100% | 100%
P - -
engawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 0% 0% 0% 100% | 100%
ditindaklanjuti.
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STRUKTUR ORGANISASI
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STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

A, SHI HAFISI, S.H

Keterangan :
Garis Koordinasi D - ————
Garis TaNGQUNG JOWAD ;e
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SK TIM PENYUSUN LAKIP
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan
mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang LKjIP
Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Agama Prabumulih sebagai kawal
depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kota Prabumulih untuk memberikan
pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Pengadilan
Agama Prabumulih tahun 2018.

Penyusunan LK]jIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2018 yang
diukur dengan membandingkan ‘“Rencana Kinerja” tahun 2018 yang telah ditetapkan secara utuh
mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Prabumulih, telah
disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang
dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun Anggaran 2018 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan
sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Prabumulih selama tahun 2018.
Adapun pengukuran pencapaian Kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang
diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator
sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target

yang diinginkan.
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